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BAB II 

KERANGKA DASAR TEORI 

 

A. Kualitas Pelayanan 

Kualitas Pelayanan Publik Pemberian pelayanan yang baik merupakan 

salah satu upaya penyedia pelayanan untuk menciptakan kepuasan bagi para 

penerima pelayanan. Jika layanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai 

dengan harapan penerima layanan maka dapat dikatakan pemberi layanan 

tersebut mempunyai kualitas yang baik, tetapi sebaliknya jika layanan yang 

diterima atau yang dirasakan lebih rendah dari pada yang diharapkan maka 

dapat dikatakan kualitas layanan itu buruk. 

Kualitasmenurut Fandy Tjiptono (2007:4) adalah suatu kondisi dinamis 

yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi harapan, sehingga kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. 

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi para konsumen atas pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan 

yang sesungguhnya yang mereka harapkan. Jika jasa pelayanan yang diterima 

sesuai yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang 

diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Masyarakat akan 

merasa puas apabila mereka mendapatkan suatu pelayanan yang berkualitas 

A.S. Moenir mengemukakan pendapat mengenai konsep pelayanan yang efektif 

sebagai suatu pelayanan yang berkualitas menurut A. S. Moenir (2006:204) 

adalah “Layanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, 
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mengikuti proses dan menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti 

proses dan prosedur yang telah ditetapkan lebih dahulu.” Berdasarkan beberapa 

pengertian dan penjelasan mengenai kualitas pelayanan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Kualitas pelayanan publik merupakan usaha untuk 

memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi, jasa, manusia, 

proses, lingkungan, dan yang menjadi kebutuhan serta keinginan konsumen 

baik itu berupa barang dan jasa yang diharapkan dapat memenuhi harapan dan 

kepuasan masyarakatsebagai pelanggan. Kualitas pelayanan secara umum 

harus memenuhi harapan-harapan pelanggan dan memuaskan kebutuhan 

mereka. Namun, demikian meskipun definisi ini berorientasi pada konsumen, 

tidak berarti bahwa dalam menentukan kualitas pelayanan penyedia jasa harus 

menuruti semua keinginan konsumen. 

Dimensi Kualitas Pelayanan Publik Setiap pelayanan akan menghasilkan 

beragam penilaianyang datangnya dari pihak yang dilayani atau pengguna 

layanan. Pelayanan yang baik tentunya akan memberikan penilaian yang baik 

pula dari para pelanggan, tetapi apabila pelayanan yang diberikan tidak 

memberikan kepuasan, misalnya terkait jangka waktu pelayanan yang tidak 

tepat waktu maka akan menimbulkan kekecewaan pelanggan dan bisa 

memperburuk citra instansi pemberi layanan. Van Looy dalam Hardiyansyah 

(2011:48), suatu model dimensi kualitas jasa idealnya baru memenuhi syarat, 

apabila :  

1. Dimensi harus bersifat satuan yang komperehensif, artinya dijelaskan secara 

menyeluruh mengenai persepsi dimensi kualitas yang diusulkan. 

2. Model juga harus bersifat universal, artinya dimensi harus bersifat umum 

dan valid untuk berbagai spectrum bidang jasa. 

3. Dimensi dalam model yang diajukan harus bersifat bebas.  
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4. Sebaiknya jumlah dimensi dibatasi. Dengan demikian, untuk dapat menilai 

sejauh mana mutu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, 

memang tidak bisa dihindari, bahwa menjadi tolak ukur kualitas pelayanan 

dapat ditelaah dari kriteria dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik.  

Zeithaml dkk 1990 dalam Hardiyansyah (2011:46-47) kualitas pelayanan 

dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu : 

Tangible (berwujud), Reability (kehandalan), Responsiviness 

(ketanggapan), Assurancce (Jaminan), Empaty (Empati). Masing-masing 

dimensi memiliki indikator-indikator sebagai berikut :  

1. Dimensi Tangible (berwujud), terdiri atas indikator : 

a. Penampilan petugas dalam melayani pengguna layanan. Penampilan 

adalah suatu bentuk citra diri yang terpancar pada diri seseorang dan 

merupakan sarana komunikasi diri dengan orang lain. Berpenampilan 

menarik adalah salah satu kunci sukses dalam bekerja, terutama bidang 

pekerjaan yang sering berhubungan dengan orang banyak. Contohnya 

memiliki inner beauty yang baik, self control terkendali, memperhatikan 

ekspresi,body language, cara berbicara, menjaga kesehatan tubuh, 

berpakaian sesuai ketentuan, bersih dan rapi. 

b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan. Kenyamanan yaitu 

lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman dengan menggunakan pendingin ruangan agar pengguna 

layanan nyaman dalam melakukan pelayanan, bersih, rapi, lingkungan 

yang indah dan sehat serta dillengkapi dengan fasilitas pendukung 

pelayanan. 

c. Kemudahan dalam proses pelayanan. Kemudahan proses pelayanan 

yaitu kemudahan pengguna layanan dalam mengurus keperluannya di 
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kantor pelayanan, kemudian kemudahan tempat dan lokasi serta sarana 

dan prasarana dan pendukung lainnya yang memadai.  

d. Kedisiplinan pegawai dalam melayani pengguna layanan. Kedisiplinan 

yaitu dimana pegawai pelayanan disiplin dalam melayani pengguna 

layanan seperti mengerjakan keperluan pengguna layanan dengan tepat 

waktu dan tidak membuat pengguna layanan menunggu terlalu lama. 

e. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan. Penggunaan alat bantu dalam 

proses pelayanan sangat dibutuhkan demi kelancaran proses pelayanan. 

Alat bantu yang dimaksud adalah alat bantu yang digunakan dalam 

proses pelayanan. 

2. Dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas indikator : 

a. Kecermatan pegawai dalam melayani pengguna layanan. Kecermatan 

atau ketelitian pegawai sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan 

dalam melayani pengguna layanan. 

b. Memiliki Standar pelayanan yang jelas. Dalam melakukan pelayanan 

publik, penyedia layanan harus mempunyai standar pelayanan publik 

yang jelas meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya 

pelayanan, produk pelayanan, sarana prasarana, dan kompetensi 

petugas pelayanan. 

c. Kemampuan menggunakan alat bantu pelayanan. Kemampuan pegawai 

pelayanan dalam menggunakan alat bantu yang tersedia sangat 

dibutuhkan agar memudahkan pengguna layanan dalam melakukan 

proses pelayanan. 

d. Keahlian petugas menggunakan alat bantu pelayanan. Keahlian berarti 

sudah lebih mampu dalam menguasai. Keahlian merupakan sesuatu 

yang harus dimiliki pegawai dalam proses pelayanan agar pelayanan 

berjalan dengan lancar.  
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3. Dimensi Responsiviness (Respon/Ketanggapan), terdiri atas:  

a. Merespon setiap pelanggan. Merespon berarti tanggap. Sikap respon ini 

dibutuhkan agar pengguna layanan merasa senang dan merasa dihargai 

ketika pegawai layanan dapat memberikan sikap respon kepada 

pengguna layanan.  

b. Pelayanan dengan cepat dan tepat. Pengguna layanan akan merasa 

senang ketika pengguna layanan mengerjakan keperluan pengguna 

layanan dengan cepat dan tepat. Tepat di sini dapat diartikan pegawai 

memberikan layanan sesuai dengan keperluan pengguna layanan. 

c. Pegawai melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. Jika pekerjaan 

dilakukan dan dikerjakan dengan tepat waktu maka tidak akan membuat 

pengguna layanan menunggu terlalu lama. Waktu yang tepat di sini 

dapat diartikan sesuai dengan standar pelayanan publik yang sudah 

dibuat oleh masingmasing penyedia layanan. 4) Respon keluhan 

pelanggan. Setiap penyedia layanan publik wajib untuk merespon dan 

menanggapi keluhan pelanggan. Biasanya keluhan terjadi jika pegawai 

layanan tidak melaksanakan proses pelayanan dengan baik.  

4. Dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator :  

a. Jaminan Tepat waktu pelayanan. Jaminan tepat waktu sangat diperlukan 

oleh pengguna layanan agar pengguna layanan merasa yakin dengan 

waktu yang diberikan oleh penyedia layanan. 

b. Jaminan Kepastian biaya dalam pelayanan. Jaminan kepastian biaya 

biasanya ada pada standar pelayanan publik masing-masing penyedia 

pelayanan.  

5. Dimensi Emphaty (Empati), terdiri atas indikator :  

a. Mendahulukan kepentingan pengguna layanan. Pengguna layanan 

merupakan prioritas dalam proses pelayanan. Sebagai pegawai 
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pelayanan sebaiknya mendahulukan kepentingan pengguna layanan dari 

pada kepentingan yang bersifat pribadi. 

b. Melayani dengan sikap ramah dan sopan santun. Keramahan dan 

kesopanan pegawai sangat diperlukan dalam proses pelayanan agar 

pengguna layanan merasa senang dengan pelayanan yang diberikan 

oleh penyedia layanan khususnya pegawai pelayanan. Pengguna 

layanan akan merasa sangat dihargai ketika pegawai pelayanan 

bersikap ramah dan sopan santun.  

c. Tidak diskriminasi. Dalam melayani pengguna layanan, pegawai tidak 

boleh membeda-bedakan pengguna layanan yang akan mengurus 

keperluannya di kantor pelayanan. Semua harus dilayani sesuai dengan 

nomor antrian yang disediakan.  

d. Melayani dan menghargai setiap pelanggan. Sikap menghargai dalam 

melayani hampir sama dengan sikap sopan santun. Sikap menghargai 

dapat dilakukan dengan menyapa serta tersenyum dengan pengguna 

layanan, menanyakan keperluan pengguna layanan, memberikan 

penjelasan yang berkaitan dengan keperluan pengguna layanan dan 

berusaha agar kebutuhan pengguna layanan dapat terpenuhi. 

Lima dimensi pelayanan publik tersebut diatas, menurut Zeithaml dkk 

(1990) dalam Hardiansyah (2011:47) dapat dikembangkan menjadi sepuluh 

dimensi sebagai berikut : 

1. Tangible, terdiri atas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi. 

2. Realible, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. 

3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab 

terhadap mutu layanan yang diberikan. 
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4. Competence, tuntuan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang 

baik oleh aparatur dalam memberikan layanan. 

5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. 

6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat. 

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai 

bahaya dan resiko. 

8. Access, terhadap kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 

9. Communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, 

keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu 

menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. 

10. Understanding the customer, melalukan segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah 

ditetapkan dalam MENPAN No.63/ KEP/ M.Pan/ 7/ 2003, yang kemudian 

dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan”, “valid”, dan “reliabel”, 

sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks 

kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :  

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan pelayanan kepada masyarakat 

dilihat dari sisi kesederhanaan pelayanan; 

b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan yang diperlukan untuk 

mendapatkan pelayanan; 

c. Kejelasan petugas pelayanan, kepastian petugas yang memberikan 

pelayanan;  

d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan;  
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e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan tanggung jawab 

petugasdalam pelayanan;  

f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan 

petugas dalam memberikan pelayanan;  

g. Kecepatan pelayanan, yaitu pelayanan diselesaikan dalam waktu yang 

telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;  

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelayanan tidak membedakan 

status yang dilayani;  

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas 

yang harus sopan dan ramah;  

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan biaya yang ditetapkan 

oleh pelayanan;  

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian yang dibayarkan dengan 

biaya yang telah ditetapkan;  

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu waktu pelayanan sesuai dengan 

ketentuan;  

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 

yang memberikan rasa nyaman;  

n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan masyarakat 

untuk mendapatkan pelayanan. 

Dimensi kualitas pelayanan yang akan digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah Tangible (Berwujud), Reliabitiy (Kehandalan), 

Responsiviness (Respon/ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Emphaty 

(Empati). 
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B. Pelayanan Kesehatan 

Definisi pelayanan kesehatan yaitu suatu konsep yang dipakai dalam 

pemberian layanan kesehatan terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan juga 

diartikan sebagai konsep yang diterapkan untuk memberikan layanan dengan 

jangka waktu lama dan terus dilakukan kepada publik dan masyarakat. 

Levey dan Loomba (1973) 

Pelayanan kesehatan menurut Levey dan Loomba adalah upaya untuk 

menyelenggarakan sendiri ataupun secara bersama-sama dalam suatu 

organisasi kesehatan untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan, 

memelihara, dan menyembuhkan penyakit dari seseorang, kelompok, keluarga, 

ataupun masyarakat. 

Prof. Dr. Soekijo Notoatmojo 

Pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekijo Notoatmojo adalah 

sebuah bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah 

pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) 

memiliki sasaran yaitu publik dan masyarakat. 

Pelayanan kesehatan menurut Wijono (2000:101) 

Kegiatan peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit, 

penyembuhan atau pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan akibat 

penyakit dalam upaya meningkatkan status kesehatan perorangan, kelompok, 

atau masyarakat. 

 

C. Rumah Sakit 

Di indonesia Rumah Sakit sebagai salah satu bagian sistem pelayanan 

kesehatan secaragaris besar memberikan pelayanan untuk masyarakat berupa 

pelayanan kesehatan mencakup pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, 
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rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan 

melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan dan unit rawat inap. 

Perkembangan Rumah Sakit awalnya hanya memberi pelayanan yang 

bersetifikat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien melalui rawat inap. 

Selanjutnya, Rumah sakitkarena kemajuan ilmu pengetahuan khususnya 

teknologi kedokteran, peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat. 

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit saat ini tidak saja bersifat kuratif tetapi 

juga bersifat pemulihan (rehabilitatif). Kedua pelayanan tersebut secara terpadu 

(promotif) dan pencegahan (preventif). Dengan demikian, sasaran pelayanan 

kesehatan Rumah Sakit bukan hanya untuk individu pasien, tetapi juga 

berkembang untuk keluarga pasien dan masyarakat umum. Fokus perhatiannya 

memang pasien yang atau yang dirawat sebagai individu dan bagian dari 

keluarga. Atas dasar sikap seperti itu, pelayanan kesehatandi Rumah Sakit 

merupakan pelayanan kesehatan yang paripurna. 

Departemen Kesehatan RI menyatakan bahwa rumah sakit merupakan 

pusat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan medik 

spesialistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan perawatan, baik rawat 

jalan, rawat inap maupun pelayanan instalasi. Rumah sakit sebagai salah satu 

sarana kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, dan atau 

masyarakat.Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2009 tentang rumah  sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawatdarurat. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.34 tahun 

2016, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Setiap 
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sarana pelayanan kesehatan dirumah sakit wajib membuat rekam medis yang 

dibuat oleh dokter dan tenaga kesehatan yang terkait dengan pelayanan yang 

telah diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya (Permenkes RI, 2016). 

Rumah Sakit menurut WHO adalah suatu bagian menyeluruh (integral) 

organisasi sosial dan medis, yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan 

kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun preventif pelayanan 

keluarnya menjangkau keluarga dan lingkungan rumah (Supriyanto dan 

Ernawaty, 2010) 

 

D. Instalansi Gawat Darurat 

Instalansi Gawat Darurat (IGD) merupakan unit Rumah Sakit yang 

memberikan perawatan pertama kepada pasien. Unit ini dipimpin oleh seorang 

dokter jaga dengan tenaga dokter ahli dan berpengalaman dalam menangani 

PGD (Pelayanan Gawat Darurat), yang kemudian bila dibutuhkan akan merujuk 

pasien kepada dokter spesialis tertentu. Kementrian Kesehatan telah 

mengeluarkan kebijakan mengenai Standar Instalansi Gawat Darurat (IGD) 

Rumah Sakit yang tertuang dalam KEPMENKES RI No. 

856/MENKES/SK/IX/2009 untuk mengatur standarisasi pelayanan gawat darurat 

di rumah sakit. Guna meningkatkan kualitas IGD di Indonesia perlu komitmen 

Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dengan ikut 

memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa dalam penanganan 

kegawatdaruratan tidak ditarik uang muka dan penanganan gawat darurat harus 

dilakukan 5 (lima) menit setelah pasien sampai di IGD. 

 

E. Definisi Konsepsional 

Defenisi konsepsional adalah suatu pengertian konsep yang terdiri dari 

unsur-unsur yang saling terkait sehingga membentuk suatu pengertian inti 
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tentang obyek yang akan dicapai atau diteliti dengan mengkategorikan ke dalam 

variabel penelitian. Dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk merumuskan 

defenisi konsepsional sebagai berikut Pelayanan Kesehatan Pasien IGD adalah 

suatu kegiatan yang dilaksanakan IGD (Instalansi Gawat Darurat) di Rumah 

Sakit PKU Muhammadiyah Palangkaraya yang merupakan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan memberikan perawatan pertama kepada 

pasien yang sedang mengalami kegawatdaruratan serta memberikan pelayanan 

kesehatan kepada pasien secara lebih merata, bermutu dan sesuai dengan 

kondisi kesehatan pasien yang berada disekitarnya dengan mendapatkan 

pelayanan yang sesuai dengan standarisasi pelayanan gawat darurat di rumah 

sakit agar tercapai kemampuan hidup sehat bagi pasien untuk mewujudkan 

derajat kesehatan yang optimal. 

 

F. Kerangka Berfikir 

Digunakannya dimensi TERRA (Tangibles, Reliability, Responsiveness, 

Assurance, Empathy) sebagai teori  dalam mengungkap pelayanan Instalasi 

Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangkaraya, 

didasarkan pada alasan bahwa fenomena pelayanan publik pada level 

pemerintahan termasuk di lingkungan rumah sakit, ada kecenderungan lamban 

atau tidak begitu lincah, inefisiensi, bahkan berbelit-belit, sementara pelayanan 

publik pada sektor bisnis  dipandang lebih adaptable, gesit, ramah dan tanggap.  

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, 

dibutuhkan pergeseran pola pikir dalam mengubah paradigma pelayanan 

kesehatan pada sektor pemerintahan yang selama ini dianggap masih kurang 

memuaskan, termasuk di lingkungan rumah sakit. Pada sisi lain, mind set  

birokrasi pemerintahan hingga saat ini pada umumnya  juga masih cenderung 

mengdepankan pola  pikir “ingin dilayani ketimbang melayani”, bahkan pola pikir  
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“jika masih bisa diperlambat mengapa harus dipercepat atau “kalau masih bisa 

dipersulit mengapa harus dipermudah”. Berbagai kecenderungan tersebut 

semakin memberikan penegasan tentang pentingnya menerapkan konsep 

pelayanan publik yang dilandasi dari teori  bisnis. 

 

 


